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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di
bawabh ini antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Bangka,
LK.Il, Kelurahan Mandailing, Kecamatan: Tebing Tinggi Kota, Kota
Tebing Tinggi, Mandailing, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Wilki Arbi, SH., advokat pada Kantor Advokat Wilki Arbi, SH., &
Rekan yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nomor 7-B,
Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing
Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi
Nomor 13/SK/2025 tanggal 5 Februari 2025, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang
Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Lingkungan-1V,
Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, kota Tebing

Tinggi (rumah ibu Elvianti), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor
46/Pdt.G/2025/PA.Ttd tanggal 05 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan sesuai tuntunan ajaran

agama islam, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 Masehi,
bertepatan pada Tanggal 14 Safar 1444 Hijriah, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan

Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi, dengan nomor: 070/ 02/ IX/ 2022,

Tertanggal 12 September 2022 Masehi;

2. Bahwa setelah menikah dan hidup bersama, Penggugat dan

Tergugat telah menetap di kediaman orang tua Penggugat, yaitu yang

beralamat di Jalan Selat Bangka, LK.ll, Kelurahan: Mandailing,

Kecamatan: Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

3. Bahwa walaupun belum di karuniai keturunan, mulanya

pernikahan berjalan harmonis, namun belum genap 1 (satu) tahun

berjalan mulai goyah, kerap di warnai perselisihan dan pertengkaran

(Marriage break down), adapun yang menjadi penyebabnya antara lain

adalah :
3.1Bahwa Tergugat mulai kerapnya bersikap tidak acuh dalam hal
biaya kebutuhan primer rumah tangga, dan tertutup dalam hal
penghasilan;
3.2Bahwa Tergugat juga mulai kerapnya pulang di dalam keadaan
mabuk minuman jenis tuak, sedangkan Penggugat dan Tergugat
masih bertempat tinggal menumpang di rumah kediaman orang tua ;
3.3Bahwa ketika pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat
melontarkan perkataan-perkataan yang penuh emosional seperti
makian dan sesekali juga tidak enggan melakukan kekerasan fisik
kepada Penggugat ;

3.4Bahwa Tergugat mulai ketahuan berselingkuh.

Halaman 2 dari 14 him. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, Bahwa puncak goyahnya pernikahan terjadi pada bulan Mei 2024
yang lalu, tepatnya untuk kesekian kalinya Tergugat pulang dalam
kondisi mabuk, selanjutnya Penggugat menegur Tergugat, namun
Tergugat langsung bersikap emosional dan melontarkan kata makian
kepada Penggugat;

5. Bahwa orang tua Penggugat yang mengetahui perlakukan
Tergugat kepada Penggugat tersebut, selanjutnya menegur Tergugat
secara baik-baik, namun orang tua Penggugat juga dibentak Tergugat,
lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

6. Bahwa oleh karena adanya saran dari berbagai pihak keluarga,
dan oleh karena juga hakekatnya wadah perkawinan tempat bagi
Penggugat dengan Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi,
serta saling mendidik satu sama lain di dalam 1 (satu) ikatan rumah
tangga, Penggugat dengan orang tua Penggugat selanjutnya menyusul
Tergugat di rumah keluarganya, namun keluarganya juga terkesan
bersikap tak acuh ;

7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Penggugat kembali menyusul
Tergugat di sebuah kedai minuman jenis tuak (pakter tuak), yang
letaknya di Kampung Planet Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang
Hulu, namun setibanya dikedai tuak tersebut, Penggugat mendapati
Terguggat sedang mabuk-mabukan bersama seorang wanita pelayan
kedai tuak, dan melihat hal tersebut selanjutnya Penggugat menemui
wanita pelayan kedai tuak tersebut, namun Terguggat membela wanita
pelayan kedai tuak tersebut, yang selanjutnya berujung terjadi
pergaduhan antara Penggugat dengan Tergugat di kedai tuak tersebut;

8. Bahwa sejak terjadinya peristiwa tersebut, Terguggat tidak pernah
lagi kembali ke kediaman bersama, Penggugatpun tidak pernah lagi
berkomunikasi dengan Tergugat, yang berimplikasi antara Penggugat
dengan Tergugat telah hidup masing-masing, tanpa saling
memperdulikan satu sama lain hingga kini (not one house left);

9. Bahwa oleh karena hingga ini tiada iktikad perubahan prilaku
Tergugat ke arah yang lebih baik, dan dengan oleh karena juga
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perselisihan tersebut hingga kini tiada penyelesaian dan kejelasan, yang

berimplikasi Penggugat dengan Tergugat kini telah hidup masing-

masing, tanpa saling memperpedulikan satu sama lain, oleh karena juga
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tiada komunikasi yang baik

lagi, maka telah wajar Penggugat kini lelah, kerukunan hidup yang di

idam-idamkankan tiap pasangan Suami-Istri, tidak mungkin lagi dapat

terwujud didalam ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (far from
feeling peaceful), maka demikian telah patut dan beralasan hukm bagi

Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan

Agama Tebing Tinggi, agar kiranya dapat dinyatakan: Dijatuhkan talak

satu ba'in sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap

Penggugat Penggugat;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan

perkara ini pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang

dibenarkan undang-undang;
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Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, Berita
Acara Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian
menyatakan Kuasa dapat bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi
Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,

Nomor 070/ 02/ 1X/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

KUA Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,

tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua

Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Jalan Selat Bangka, Lingkungan Il, Kelurahan

Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi

mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai

Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun menikabh;
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- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul
Penggugat, Tergugat suka mabuk dan selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan
Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
2. Saksi Il, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang lkan,
tempat tinggal di Jalan Selat Bangka, Lingkungan I1lI, Kelurahan
Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi
mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai
Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun menikah, saksi melihat
langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul
Penggugat, Tergugat suka mabuk dan selingkuh;
- Bahwa saksi dan Tergugat minum tuak dan mabuk bersama di
kedai tuak yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan
Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
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Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri
persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan
150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda
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Anggota (KTA) Kuasa Penggugat yang ternyata juga telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim
dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,
agenda dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283
R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut
diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti
surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta
autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan
telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil
Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan
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hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta
telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi |) merupakan
Tetangga Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi Il) merupakan
Tetangga Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat
langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak 1 (satu)
tahun menikah sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memukul
Penggugat, Tergugat suka mabuk dan selingkuh bahkan sejak 2 (dua) tahun
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung
kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan
yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg
karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan
didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan
Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan
para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara

ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2
orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah
dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
11 September 2022;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak 1 (satu) tahun menikah;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat suka
mabuk dan selingkuh;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua)
tahun;

6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di
atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak 2 (dua) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak
adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
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perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah
tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka.
Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan
batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan
itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin
memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
“sudah pecah” (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena
mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka,
karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah
tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang
berbunyi :

Jass Ledl 38 o) L1531 a3 il oo 5T 15 O wilil 03
095545 p38) LY S (9 &] 4a3 55 8355 ASEH

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993
tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk
menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat itu sendiri;
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Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang
suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama

dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk
mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Igna’ juz Il
halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut :

ol alde 3l lgzg) dzgill as, peac aww] ols

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di
situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak ke 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19
Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah,
oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag
dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, oleh Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-
hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah S. Ag sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
dto dto
Ulya Urfa, S.HI., M.Ag Syakdiah, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,
dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,
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dto

Siti Aisyah S. Ag

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 100.000,00
Biaya Panggilan Rp  28.000,00
Biaya PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Hak redaksi Rp  10.000,00
Meterai Rp  10.000,00
Jumlah biaya perkara Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

a r w NP

Tebing Tinggi, 19 Februari 2025
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A
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